BAB V
PENUTUP

Kesimpulan
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi

Faktor pendorong dalam pencapaian kompensasi kepemilikan rumah layak
huni terdapat pada pemberian akses kerjasama antara Polri, pengembang dan
perbankan. Rumah merupakan bentuk investasi jangka panjang dimana harga
rumah setiap tahunnya akan meningkat, rumah juga memberikan rasa
keamanan finansial untuk keluarga apalagi yang sudah memiliki anak
dibandingkan dengan sewa, selain itu rumah juga dapat memberikan stabilitas
dalam hal tempat tinggal sepanjang waktu. Ketika keuarga sudah berkembang,
kebutuhan akan ruangan tambahan dapat mendorong seseorang akan membeli
rumah yang lebih besar. Kepuasan memiliki rumah pribadi akan dirasakan
setiap PNPP, mereka dapat melakukan perubahan dan peningkatan sesuai
keinginan tanpa harus meminta izin kepada orang lain atau mengkhawatirkan
perubahan sewa. Kepemilikan rumah sering dianggap sebagai status social yang
lebih tinggi dan menjadi salah satu motivator PNPP lebih giat dalam
menjalankan tugas sebagai abdi negara. Memiliki rumah pribadi sangat
berpengaruh terhadap biaya hidup setiap bulannya di bandingkan dengan sewa,
secara logika rumah sewa akan mengeluarkan biaya yang besar setiap bulannya,
baik biaya sewa, listrik, air maupun kebutuhan rumah lainnya. Faktor emosional
seperti ikatan dengan lingkungan tertentu sangat membawa dampak yang baik
dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Keputusan membeli rumah merupakan
langkah penting berdasarkan situasi dan prioritas PNPP, pertimbangan yang
cermat karena berhubungan dengan perencanaan keuangan pribadi PNPP.

Faktor penghambat pencapaian kompensasi kepemilikan rumah layak huni

adalah pada regulasi yang belum jelas menyebut pemberian kompensasi terkait
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pengadaan rumah pribadi bagi PNPP. Faktor lain secara umum yang

menghambat pembelian rumah pribadi adalah harga properti yang tinggi,

dengan keterbatasan gaji PNPP kesulitan untuk memenuhi pembayaran awal,

PUM KPR yang disiapkan oleh PT. Asabri belum sepenuhnya bisa memenuhi

untuk membayar uang muka. Kerjasama dengan perbankan juga belum diterima

manfaatnya, proses pengajuan mungkin bisa saja dibantu dengan mudah oleh
perbankan, akan tetapi suku bunga tinggi tidak mudah diturunkan oleh pihak

Bank. Pendapatan yang PNPP yang masuk dalam Masyarakat berpenghasilan

rendah membuat PNPP kesulitan membayar kredit tiap bulannya apalagi

ditambah perekonomian yang tidak stabil. Kehidupan PNPP dengan pangkat
tertentu yang selalu berpindah-pindah tugas menjadi berkurangnya faktor minat
untuk memiliki rumah. Berikut uraian faktor kompensasi:

a. Kompensasi harus mencukupi, untuk memungkinkan PNPP membeli
rumah yang sesuai dengan tingkat gaji dan kondisi ekonomi mereka. Ini
berarti bahwa kompensasi perumahan harus mempertimbangkan
perbedaan harga properti di berbagai lokasi dan tingkat gaji PNPP.

b. Kompensasi perumahan harus sesuai dengan anggaran yang tersedia dan
kebijakan pemerintah, harus diperlakukan secara adil dalam hal
kepemilikan rumah layak huni, tanpa diskriminasi atau ketidaksetaraan
serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

c. Program PUM KPR yang disiapkan oleh PT. Asabri belum sepenuhnya
bisa memenuhi untuk membayar uang muka, pengusulan PUM KPR yang
seluruhnya belum bisa direalisasikan oleh PT. Asabri.

2. Strategi kompensasi
Penerapan strategi yang di hasilkan oleh peneliti memerlukan peran

pimpinan Polri dalam memberikan kebijakan dan penerbitan aturan terkait

pemenuhan hak-hak PNPP dalam kepemilikan rumah layak huni demi

kesejahteraan PNPP. Perubahan aturan tersebut di usulkan terlebih dahulu oleh
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Satuan Kerja itu sendiri yang dilanjutkan dengan pembahasan oleh tim pokja

dari SSDM Polri, Divkum Polri dan dilanjut ke Kemenkumham. Perlu

dilakukan penyusunan anggaran secara ketat dan disiplin bekerja sama dengan

satuan kerja Staf Perencanaan (Srena Polri), Pusat Keuangan Polri (Puskeu

Polri) dan Kementerian Keuangan maupun Kemenpan RB, supaya penyiapan

anggaran dapat dialokasikan dengan baik kepada PNPP. Kolaborasi lintas

sektoral antara Polri, pengembang dan perbankan merupakan kerjasama yang

baik, terkait kemudahan PNPP untuk memiliki rumah yang tujuannya agar

diringankan suku bunga kredit dan dimudahkan akses atau lokasi rumah dengan

kantor. Berikut kesimpulan strategi kompensasi:

a. Perubahan aturan terkait pemberian hak-hak PNPP guna mengakomodir

kompensasi kepemilikan rumah pribadi harus dilakukan dan semua perlu

peran serta Pimpinan Polri supaya tujuan peningkatan kesejahteraan PNPP

segera terpenuhi.

b. Kolaborasi lintas sektoral tiga pilar yang tercantum pada Perkap No. 2

Th.2020 antara Polri, pengembang dan perbankan, memiliki peluang PNPP

mendapatkan perumahan terjangkau dan pembiayaan yg kompetitif

B. Saran

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi

a.

Polri, dalam hal ini Staf Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran
(Srena Polri) perlu mempertimbangkan peningkatan gaji atau
tunjangan khusus bagi PNPP untuk membantu mereka memenubhi
kebutuhan perumahan, supaya keinginan membeli rumah sesuai
dengan tingkat gaji dan kondisi ekonomi mereka, dengan
mempertimbangkan perbedaan harga properti di berbagai lokasi.

Polri harus bisa memberikan rasa adil kepada PNPP terkait dengan

anggaran yang tersedia dalam hal kepemilikan rumah layak huni, tanpa
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diskriminasi atau ketidaksetaraan dan pergunakan anggaran secara
efektif dan efisien.

SSDM Polri  selaku pembantu tugas Kapolri agar dapat
mengkoordinasikan kembali pada PT Asabri, supaya setiap
pengusulan PUM KPR sepenuhnya bisa dicairkan, tidak lagi
berdasarkan kuota dan lanjutkan program PUM KPR ini untuk
membantu PNPP mendapatkan kemudahan dalam hal tambahan uang

muka.

2. Strategi kompensasi

a.

Agar SSDM Polri bekerjasama dengan Divkum Polri melakukan
revisi atau perubahan aturan terkait pemberian hak-hak PNPP yang
mengakomodir kompensasi kepemilikan rumah pribadi, serta di
kawal prosesnya sampai ke Kemenkumham.

Agar SSDM Polri bekerjasama dengan Staf Bidang Perencanaan
Umum dan Anggaran (Srena Polri) dan Pusat Keuangan Polri
(Puskeu Polri) melakukan penyusunan anggaran secara ketat dan
disiplin, dalam rangka penyiapan anggaran yang dialokasikan untuk
PNPP dalam kepemilikan rumah layak huni kepada Kementerian
Keuangan maupun Kemenpan RB.

Agar Polri, dalam hal ini SSDM Polri memaksimalkan kolaborasi
lintas sektoral atau kerjasama tiga pilar antara Polri dengan
pengembang dan perbankan dari tingkat pusat sampai dengan
kewilayahan (Polda), sebagai bentuk kemudahan PNPP untuk
mendapatkan hak-hak dalam kepemilikan rumah layak huni dan
sebagai program jangka Panjang Polri dalam memberikan

kesejahteraan bagi seluruh PNPP.
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